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BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, TUNJANGAN

PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERRMUSYAWARAKATAN DESA DAN

INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2019

Mengingat a

tentang Besaran Dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala
Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa,

Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa Dan Insentif Rukun Warga Dan
Rukun Tetangga, tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun
2019 tentang Besaran Dan Persentase Penghasilan Tetap
Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa,
Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa Dan Insentif Rukun Warga Dan

Tetangga

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

SALINAN



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

2.

3.

4,

5.

6.



10.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

7.

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

9,

Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Besaran Dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa

Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan

Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa Dan Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga

(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor

31);

MEMUTUSKAN |

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN
TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, TUNJANGAN PERANGKAT

DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.



Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kampar Nomor

31 Tahun 2019 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan

Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat
Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif

Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten

Kampar Tahun 2019 Nomor 31) diubah sehingga Lampiran |

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AZWAN
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